BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan ini, maka dapat
disimpulkan bahwa:

Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah yang
signifikan dalam melindungi pengungsi Korea Utara, termasuk melalui
pembentukan undang-undang perlindungan dan dukungan penyelesaian bagi
pengungsi, seperti Undang-undang North Korean Refugees Protection and
Settlement Support Act. Program Hanawon Resettlement juga merupakan
inisiatif penting yang memberikan dukungan, pelatihan, dan informasi kepada
pengungsi untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di Korea
Selatan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi,
termasuk diskriminasi, stigma negatif, dan kesulitan dalam integrasi ke dalam
masyarakat Korea Selatan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk
melindungi pengungsi, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk
memastikan keberhasilan integrasi Pengungsi Korea Utara ke dalam

masyarakat Korea Selatan.
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B. Saran
Berdasarkan pemaparan di atas, maka Pemerintah Korea
Selatan dapat:
1. Pentingnya perhatian pemerintah Korea Selatan terhadap perubahan sikap

masyarakat Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara adalah bahwa
langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi
diskriminasi perlu segera diambil. Melalui program pendidikan dan
kampanye kesadaran, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh
pengungsi Korea Utara, schingga dapat mengurangi stigma dan
meningkatkan penerimaan mereka.

Penguatan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan, organisasi non-
pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan langkah
penting. Dukungan tambahan seperti program bantuan sosial, dukungan
psikologis, dan pelatihan keterampilan dapat membantu pengungsi Korea
Utara dalam proses integrasi ke dalam masyarakat Korea Selatan. Dengan
bekerjasama, pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan
implementasi program Hanawon, sehingga pengungsi Korea Utara dapat

lebih mudah mengatasi tantangan integrasi dan menghindari diskriminasi.
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